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Undang-undang Tanah kerajaan Us-
mani tahun 1274 H, dimana Undang-
undang tersebut telah menetapkan izin
pemerintah sebagai satu syarat untuk
memiliki tanah mawat melalui konsep
ihya’.'®

Persoalan Thya al-Mawat, sangat
terkait erat dengan masalah tanah ha-
rim. Tanah harim ialah tanah-tanah yang
berada dipinggir tanah mawat yang te-
lah di-ihya’ oleh seseorang. Menurut
Madzhab Syafi'i apabila seseorang itu
mengusaha-kan tanah mawat, makaia
bukan saja memiliki tanah yang diusa-
hakannya, tetapi juga memiliki tanah-
tanah harim,

Pendapat yang dikemukakan oleh
madzhab Syafi'i itu telah disetujui oleh
mayoritas ahli figih, tetapi mereka han-
ya mempersoalkan tentang luasnya
tanah harim yang boleh dimiliki.
Menurut Abu Hanifah harim tem-
pat untuk minum kambing dan unta
ialah 40 hasta, harim bagi saluran air 60
hasta dan harim bagi mata air 300 has-
ta. Jadi, tanah yang terletak dalam
lingkungan yang telah ditentukan itu
tidak boleh di-ihya’ oleh orang lain.
Sedangkan madzhab Hambali mene-
tapkan harim bagi tanah mawat ialah
25 hasta dan tanah perkampungan 50
hasta dan harim untuk kawasan salu-
ran air ialah 500 hasta. Sebaliknya
madzhab Maliki dan Syafi’i tidak men-
etapkan had dan jarak tertentu, tetapi
diserahkan kepada adat kebiasaan.
Persoalan lain yang hams diperha-
tikan dalaim masalah thya al-mawat ini
adalah siapakah yang lebih berhak atas
tanah yang di-ihya’ atau di-igta-kan atas
sebidang tanah yang sama. Dalam
masalah ini terdapat tiga pendapat,
yaitu:

1. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa
orang yang meng-ihya’ tanah itu leb-
ih berhak daripada orang yang men-
erima igta tanah tersebut.

2. Abu Yusuf berpendapat bahwa apabi-
la seseorang meng-ihya’ tanah itu
kurang dari tiga tahun maka tanah
itu menjadi milik orang yang mener-
ima iqta, tetapi jika ia meng-ihya’nya
lebih dari tiga tahun maka ia berhak
memiliki tanah tersebut.

3. Imam Malik berpendapat apabi-
la sesecrang meng-ihya’ tanah yang te-
lah diigtakan kepada orang lain, maka
tanah itu menjadi milik orang yang
menerima igta. Sebaliknya jika pen-
gusaha itu tidak mengetahui yang iqta
itu telah dilakukan, orang yang mener-
ima igta boleh memilih dua perkara,
yaitu:

a. Memiliki tanah itu dan membayar
keperluan untuk memajukan tanah
kepada orang yang meng-ihya’-nya.

b. Memberi milik tanah itu kepada pen-
gusaha dan mengambil harga tanah
mawat itu sebelum tanah itu di-
ithya’Y

Menurut Abu Ubaid (seorang ulama
madzhab Maliki) ada tiga bentuk hu-
kum tentang konsep ihya’ tanah mawat,
yaitu:

1. Seseorang yang meng-ihya’ dan me-
majukan tanah mawat, lalu datang-
lah orang lain yang menanam dan
mendirikan rumah di atas tanah itu.
Dalam masalah ini orang yang perta-
ma lebih berhak atas tanah itu dan
orang kedua dianggap telah melaku-
kan satu perbuatan dzalim.'®

2. Pemerintah telah mengiqgtakan se-
bidang tanah kepada orang teitentu
dan tanah itu menjadi miliknya, teta-
pi pemilik tanah itu tidak meng-ihya’
dan memakmurkannya, lalu datang-
lah orang lain untuk memakmurkan
tanah itu, karena ia menganggap
tanah itu tidak bertuan.

3 Seseorang telah menandai atas se-
bidang tanah dengan meletakkan
batu atau menggali lubang sekeliling-
nya, kemudian tanah itu ditinggalkan
tanpa dikembangkan.

Menurut Abu Ubaid, masalah ini ada
batasan waktunya dimana Umar al-
Khattab telah menetapkan tiga tahun
untuk dikembangkannya. Jika tidak
dikembangkan juga dalam waktu terse-
but, pemerintah boleh membagikan
tanah itu kepada orang iain berusaha
untuk mengembangkannya.!®

B. Analisa Terhadap Pandangan
Hukum Islam dalam Pendayagunaan
Lahan Kosong

Seperti telah diungkapkan pada
pembahasan sebelumnya, bahwa lahan
tidur atau tanah kosong yang banyak
terdapat di Indonesia, terutama di pin-
giran kota-kota besar sempat menjadi
suatu persoalan yang menarik pada
tahun 1997 sampai tahun 1999 sebagai
akibat adanya krisis multidimensional
yang melanda bangsa Indonesia. Per-
soalannya adalah, tanah-tanah kosong
atau yang disebut lahan-lahan tidur
tersebut adalah tanah produktif,
yang kalau diberdayakan dan dimak-
murkan akan sangat berguna bagi
pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat. ;

Akan tetapi, karena berbagai
masalah satu dan lain hal, tanah-tanah
tersebut ditinggalkan oleh para pemil-

iknya, tidak dimanfaatkan dan tidak
jugadiserahkan pengelolaannya kepa-
da pihak yang lain. Akibatnya,
masyarakat yang mengetahui ke-
beradaan tanah-tanah kosong tersebut
mengaganggap tanah bersangkutan
tidak ada pemiliknya atau pemiliknya
sudah tidak lagi.
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Pelurusan Kedudukan PPAT Dan Notaris D‘alam.
Pembuatan Akta Tanah Berdasarkan UU No. 30 TH.
2004 Tentang Jabatan Notaris

(Suatu telaah dari sudut pandang Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional)

\

Oleh: Dr. Aslan Noer, SH.éN

(Kepala Sub. Direktorat Penguasaan Tanah Negara dan Ganti Kerugian - BPN)
el

A. Pendahuluan

1. Kentroversial Kedudukan No-
taris dalam Pembuatan Akta Tanah
Setelah Berlaku UU No. 30 th. 2004.

Bagi bangsa Indonesia, lahirnya UU
No.30 tahun 2004 tentang Jabatan No-
taris memupus penantian panjang ke-
inginan untul- memiliki peraturan ja-
batan notaris tersendiri, yang selama ini
hanya mampu menjiplak atau melalui
penerapan asas corcodance dari Peratu-
ran Jabatan Notaris Negeri Belanda.

Mudah dipahami, jika kehadiran
peraturan tersebut diharapkan dapat
mengisi kekosongan-kekosongan prak-
tek (emii of law) yang selama ini terjadi
di lapangan. Iebih kurang satu seten-
gah abad (1860 - 2004) Indonesia tidak
memiliki peraturan kenotariatan yang
bercorak pribumi (Indonesian typical-
ism) dan bersendikan Pancasila. Seh-
ingga, selama ini, dalam implementas-
inya ada yang bertentangan dengan
budaya luhur bangsa serta tidak lagi
sesuai dengan suasana bumi Indonesia
merdeka.

Akan tetapi sedikat agak disayang-
kan bahwa munculnya peraturan jaba-
tan notaris versi Indonesia ini disam-
but sedikit agak eforia, oleh beberapa
kalangan yang telah secara diskontruk-
tif menafsirkan bahwa notaris tidak
perlu lagi menjadi PFAT, karena
kedudukannya secara fungsional sekali-
gus dapat bertindak sebagai PPAT se-
bagaimana ditentukan dalam Pasal 15
ayat (2) huruf f UU No. 30 Th 2004 terse-
but.

Penafsiran Pasal 15 ayat (2) huruf f
tersebut, jelas-jelas memunculkan po-
lemik, bahkan memicu konflik hukum
yang mengatur tentang pertanahan di
Indonesia, dan secara teoritik, dapat
dikatakan merusak (diskontruktif) ter-
hadap tatanan keilmuan hukum, teru-
tama kekacauan yang terjadi pada
wilayah rezim hukum perdata.

Jika diteliti secara cermat, di balik
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materi muatan UU No. 3 th 2004 terse-
but, terkandung kelemahan-kelemah-
an drafl normatif (normatif concept)
vang mudah ditafsirkan menyimpang
dari makna substantif (visi dan misin-
va) ketika peraturan perundang-undan-
gan tersebut dibentuk. Apalagi untuk
kegunaan praktek (segi axiologyc), pe-
mangku jabatan notaris sebagai penyan-
dang predikat pejabat umum (amb-
tenaar) dapat berperan sebagai agent,
yang setiap saat dapat menafsirkan dan
menyimpulkan draf-draf aturan yang
dianggap obscuur (samar) dari sebuah
peraturan.

Berkaitan dengan itu, Anthoni Gid-
dens menyatakan, secara sosiologis no-
taris tidak hanya sebagai pejabat hukum
yang terkungkung dalam aturan-aturan
yuridis yang serba mengikat, melain-
kan juga sebagai individu yang hidup
dalam masyarakat. Selain terikat pada
tatanan sosial, juga memiliki kebebasan
dalam membentuk dunianya sendiri
lewat pemaknaan-pemaknaan yang ber-
sifat subyektif.

Oleh karena itu, notaris lebih tepat
dikatakan sebagai agent ketimbang
pejabat hukum. Agents diterjemahkan
sebagai pejabat yang bertugas menter-
jemahkan peraturan-peraturan umum
menjadi lebih bermakna dalam pergu-

mulan sehari-hari. Akan tetapi, periu
diingat dan diwaspadai bahwa peran
ganda notaris sebagai agent hanya se-
batas menafsirkan draf-draf perjanjian
yvang dibuat para pihak (individual)
vang bersifat urnum, agar tidak sampai
melanggar kaedah (norma-norma) sos

ial dan agama (alias tidak kebablasan),
bukan menafsirkan peraturan perun-
dang-undangan produk legislatif. Dari
uraian di atas dapat disimpulkan bah-
wa rumah (domein) notaris selaku pe-
jabat umum pada wilayah hukum per-
data.

Satu tahun sejak pemberlakuan UU
No.30 th 2004, terjadi silang pendapat
tentang pemaknaan Pasal 15 ayat (2)
huruf fUU No. 30 th 2004 tersebut. Pasal
15 ayat (2) sub. f UU No. 30 th 2004
menyebutkan bahwa Notaris ber-
wenang pula membuat akta yang ber-
kaitan dengan pertanahan.

Ada anggapan bahwa notaris tidak
perlu lagi menjadi PPAT karena keha-
diran konsep Pasal 15 ayat (2) sub fterse-
but. Anggapain tersebut, jelas-jelas ke-
liru. Pasal tersebut telah ditafsirkan se-
cara sempit. Penafsiran keliru tersebut
terjadi karena konsep Pasal 15 ayat (2)
huruf ftersebut diterjemahkan seolah-
olah terpisah dari pasal yang lain, yang
semestinya terintegritas dengan pasal-
pasal lain yang secara hirarki dan se-
cara relevan terkonstruktif dan dibaca
dalam satu nafas. Artinya, masih ada
pasal lain, baik secara inplisit maupun
eksplisit, yang berada di dalam mau-
pun di luar UU No.30 th 2004 tersebut
yang mengatur dan berkaitan dengan
hal yang sama. Pasal tersebut adalah
sebagai berikut :

Pasal 1 Stb. 1860 No.3 tentang per-
aturan jabatan notaris menyebutkan :

Notaris adalah pejabat umum yang
satu-satunya berwenang untuk mem-
buat akta otentik mengenai semua per-
buatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum
atau oleh yang berkepentingan dike-
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dari para pihak yang berkepentingan
sendiri, suatu akta yang otentik di mana
dijamin dengan tarikh (dagrekening)
tetap tersimpan akta-aktanya, dan dari
itu dapat dikeluarkan surat salinan atau
grosse, salinan biasa (afschrift) dan pe-
tikan-petikannya, semuanya dibuat bila
olek peraturan-peraturan umum tugas-
nya tidak perlu diserahkan kepada pe-
gawai-pegawai atau orang-orang lain-
nya ataupun untuk itu haknya disim-
pan.

Seseorang yang memangku jabatan
notaris harus berprediket sebagai peja-
bat umum sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 1868 BW yang menyebut-
kan: suatu akta otentik dibuat menurut
ketentuan undang-undang oleh/dihada-
pan pegawai umum yang berkuasa un-
tuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Notaris diangkat oleh pemerintah,
oleh karena itu ia dapat membuat amb-
tlijk acte (tanpa kehadiran para pihak)
dan partij acte (yang sengaja datang dan
dihadiri oleh pihak). Terdapat kata-kata
kunci dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
undang No.3 tahun 2004 yang menye-
butkan bahwa dalam kewenangan
membuat akta otentilk dibatasi oleh
kata-kata tidak dikhususkan bagi pe-
Jabat umum lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu diberi-
kan pembahasan yang lebih mendalam
sehubungan dengan Undang-Undang
No.30 Th 2004 tentang Jabatan Notaris
yang menyangkui Pasal 15 ayat (2) hu-
ruf f yang menyatakan bahwa notaris
berwenzr.g membuat akta yang ber-
kaitan dengan pertanahan, dan Pasal 17
huruf g notaris dilarang merangkap ja-
batan sebagai pejabat pembuat akta
tanah di luar wilayah jabatan notaris.
Masalah-masalah ini serta masalah lain-
Nya akan dibahas dalam poin-poin
berikutnya.

2.PPAT

Sering orang dengan cepat menya-
makan peran PPAT ini sabagai “ notaris-
hya pertanahan”. Untuk mengatakan di
mMana kekhususan dan latar belakang
PPAT ini, perlu dilihat dari pendeka-
tan historis pembentukan Hukum
Agraria Nasional. Undang-Undang no-
mor 5 tahun 1960 (Lembaran negara
Th.1960 No.104) tentang peraturan
D_asar Pokok-pokok Agraria atau yang
biasa disebut UUPA (Undang-Undang

‘Pokok Agraria) dikenal sebagai titik

tolak terbentuknya Hukum Agraria
Nasional (HAN). Undang-undang terse-
but telah mencabut peraturan-peratu-
'an dan asas-asas hukum perundang-
Undangan pertanahan Belanda, antara
lain Agrarische Wet (Stb 1870-55),

Domein Verklaring dan Agrarisch |

Besluit (Stb. 1870-118) dan buku ke II
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia. 9 KUHP-Burgerlijk Wet
boek). Undang-undang terssebut sekali-
gus juga kemudian menegaskan dalam
Pasal 5 bahwa Hukum
berlaku atas bumi, air dan ruang a:
gkasa adalah hukum adat, yang meru-
pakan penegasan bahwa Hukum Adat
dijadikan dasar Hukum Agraria yang
baru. Dengan pengertian demikian,
maka hubungan bangsa Indonesia den-
gan bumi, air dan ruang angkasa meru-
pakan semacam hubungan hak ulayat
yvang diangkat kepada tingkatan yang
paling atas, yaitu pada tingkatan yang
mengenai seluruh negara. Menurut ke-
tentuan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ negara
memiliki wewenang untuk menentukan
hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Di dalam menyelenggarakan ke-
satuan Hukum Agraria Nasional terse-
but masih menghadapi adanya perbe-
daan keperluan dan golongan hukum
vang ada di masyarakat. Pelaksanaan
mengatur perbuatan-perbuatan hukum
tersebut mekasnisme hukumnya tidak
lepas dari pernyataan sebagaimana
tersebut Pasai 5§ UUPA, yaitu berdasar-
kan Hukum Agraria yang berdasarkan
hukum Adat tersebut. Di dalam huikum
adat, setiap perjanjian baru dikatakan

A gy » Ped
\graria yang

suaah sah apabila memuat unsur “ter- |
| diberi wewenang secara umum selaku

ang” di samping akad vang bersifat
konkret dan kontan (tunai). Unsur ter-
ang adalah apabila perjanjian tersebut
dilakukan di hadapan kepala adat se-
bagai pimpinan masyarakat adat yang
bersangkutan. Mengingat bahwa Hu-
kum Agraria Nasional sebagai hubun-
gan hak ulayat bangsa, mal:a suatu per-
janjian baru sah apabila dibuat dihada-
pan pemerintah.

Demikianlah, maka oleh karena itu,
didalam Peraturan Pemerintah Nemor
10 tahun 1961 (Lembaran negara 1961
nomor 28) Pasal 19, menyatakan bahwa
setiap perjanjian vang bermaksud me-
mindahkan hak atas tanah, memberi-
kan suatu hak yang baru atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjam
uang dengan hak atas tanah sebagai
tanggungan, harus dibuktikan dengan
suatu akta yang dibuat oleh dan dihada-
pan pejabat yang ditunjuk oleh Ment-
eri Agraria (selanjutnya dalam peratu-
ran pemerintah ini disebut pejabat).
Pada masa itu pelaksanaan Pasal 19
tersebut masih dilakukan oleh pejabat-
pejabat yang secara jabatan menjalan-
kan pemerintahan di bidang keagrari-

can, sepertl misalnya kepala agraria

daerah atau kepala kantor pendaftaran

tanah setempat. Baru setelah berlakun-

ya Peraturan Menteri Agraria nomor 13

tahun 1961 ditentukan penunjukan/pe-
limpahan kewenangan tersebut kepa-
da pejabat di luar Instansi Agraria se-
bagai pejabat yang berwenang untuk
membuat akta tanah. Peraturan Perner-
intah nomor 24 tahun 1997 baru menye-
but dengan tegas bahwa pertanahan
dibantu oleh pejabat pembuat akta
tanah (PPAT). Berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 37 tahun 1998 ten-
tang Peraturan Jabatan PPAT, maka
untuk rnenjamin kepastian hukum hak-
hak atas tanah kepada pemerintah di-
perintahkan untuk melaksanakan
pendafiaran tanah dan kepada PPAT
diberi wewenang untuk membuat alat
bukti mengenai perbuatan hukum ter-
tentu mengenai hak atas tanah dan Hak
Milik Satuan Rumah Susun. Menurut
Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut
PPAT mempunyai tugas pokok melak-
sanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai
bukti telah dilakukannya perbuatan
hukum tertentu mengenai Hak Atas
Tanah dan Hak Milik Satuan Rumah
Susun secara limitatif untuk perbuatan-
perbuatan hukum, jual-beli, tukar-
menukar, hibah, pemasukan ke dalam
perusahaan (inbreng), pembagian hak
tanggungan, pemberian kuasa membe-
bainkan hak tanggungan. PPAT ada yang

pejabat urmum yang diangkat terimasuk
PPAT sementara yang diangkat karena
jabatannya di pemerintah. Di samping
itu ada PPAT khusus, yaitu pejabat BPN
yvang ditunjuk karena jabatan untuk
membuat akta PPAT tertentu dalam
rangka program atau tugas pemerintah
tertentu.

- B. Kewenangan Notaris dan PPAT

Dalam Administrasi Pertanahan
Peranan yang jelas mempunyai ke-
samaan dan melinhat dari sejarah pem-
bentukannya kedua pejabat umum
tersebut diadakan dengan maksud dan
dalam rangka menjamin kepastian hu-
kum masyarakat dalam melakukan per-
buatan-perbuatan hukum. Dilapangan
Hukum Agraria pada masa pemerintah-
an Hindia-Belanda, notaris menurut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku pada waktu itu, mempunyai
wewenang dalam membuat akta, yaitu:
a. Penyerahan tanah-tanah negeri dalam
bentuk hak milik (eigndom), dan pem-
berian hak opstal dan hak erfpacht
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(hak sewa yang turun temurun) di atas
tanah itu atau pemberian hak-hak
semacam itu.

b. Tanah-tanah milik Indonesia

¢. Sewa tanah di daerah-daerah kera-
jaan (daerah istimewa) di kers ‘aan di
pulau Jawa dan tanah-lanah partiku-
lir di Jawa.

d. Tanah perkebunan partikulir dan
persetujuan-persetujuan yang dibuat
dengan penduduk asli (Indonesisch
bevolking).

Dengan berlakunya UU nomor 5
tahun 1960 hak-hak yang bersumber
pada pasal-pasal KUHP juga turut men-
jadi hapus. Sejak mulai berlakunya
UUPA hak-hak itu ada lagi, tapi bukan
karena disebabkan tidak berlakunya
lagi pasal-pasal itu, seinata-mata me-
lainkan juga karena ketentuan konver-
si vang mengubah hak tersebut menja-
di suatu hak yang baru menurut UUFA
agar tidak menjadi dualisme atau meng-
hapuskannya sama sekali.

Ragaimana Harsono herpendapat
walaupun dalam buku 11 KUH Perdata,
yaitu Pasal-pasal 1548 s/d 1600 menga-
tur mengenai perjanjian persewaan
tanah, namun yang tetap berlaku adalah

| 1. Peran notaris dan PPAT ternyata

peraturan sewa dari hultum adat. Den-
gan demikian maka sesudan berlakun-
yva UUPA pasal-pasal yang mengafur {
sewa menyewa dalam KUH Perdata |
tidak berlaku terhadap sewa mengenai i
tanah yang tunduk kepada hukum adat |
menurut UTTPA. {
Namun demikian, Ul nomor 38
tahun 2004 Pzsal 16 ayat (2) huruf fwe-
wenang notaris termasuk juga antara |
lain membuat akta yang berkaitan den- |
gan pertanahan? Ada perbedaan yang
hakiki antara perjanjian mengenai
tanah menurut Hukuin Perdata (BW)
dengan Hukum Adat menurut UUPA.
Perbedaan yang tegas adalah sifat
konkret dan kontan (tunai) pada perbua-
tan-perbuatan hukum dalam Hukum
Adat, yaitu sesuatu hak yang berpindah
secara seketika pada waktu perjanjian
tersebut dilakukan. Bukti akta meru-
pakan bukti telah berpindahnya hak dan
menurut UUPA pendaftaran dari hak
tersebut hanya merupakan publisitas
untuk memenuhi unsur “terang”, jadi
pendaftaran di sini hanya untuk me-
menuhi syarat administratif. Undang-
undang No.30 tahun 2004 juga menye-
butkan beberapa larangan bagi riotaris,
antara lain seorang notaris dilarang
merangkap jabatan sebagai PPAT yang
berada di luar wilayah kerja notaris. Hal
ini menandai bahwa ada jabatan umum
di luar notaris yang harus ditaati dan

72  RENVO! Nomor 5411V OKTOBER 2006

diperhatikan. i
[
{

C. Kesimpulan

mempunyai perbedaan yang hakiki
di bidang hukum, yaitu notaris dalain
membuat akta adalah berdasarkan
asas hukum perdata umum, sedang-
kan PPAT adalah merupakan kegia-
tan yang tidak terpisahkan dari tugas
pokok pemerintahan di bidang per-
tanahan/agraria khususnya pendafta-
ran tanah, sehingga sering diperde-
batkan bahwa akta PPAT adalah
produk peiabat umum tata usaha nega-
raoleh karena dalam proses pendaft-
arannya, dibebankan kewajiban un-
tuk menyesuaikan dengan ketatausa-
haan pendaftaran tanah.

2. Akta PPAT adalah akta yang secara
konkret kontan sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum, se-
hingga memenuhi syarat untuk
didaftarkan dalam administrasi
pendaftaran ‘anah untuk mnemnenuhi
syarat administrasi dan publikasi.

. Pasal 15 huruf f Undang-Undang
Ne.50 tahun 2004 mengenai we-
wenang untuk membuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan menga-
ndung maksud :

a. Perbuatan akta-akta yang bersum-
ber kepada hukum perdata umum
yang menyebutkan benda tidak
bergerak berwujud tanah yang bu-
kan akta PPAT, sehingga akta terse-
but tidak mempunya: kekuatan
untuk didaftarkan dalam adminis-
trasi pendaftaran tanah.

b. Kepada seorang notaris oleh pemer-
intah dapat diberikan wewenang
untuk menjalankan sebagian tugas
pemerintahan di bidang pertanah-
an dengan menyandang jabatan
PPAT, setelah terlebih dahulu me-
menuhi persyaratan sesuai keten-
tuan perundang-undangan untuk
diangkat dan dilantik menjadi
PPAT.

¢, Bahwa akta berkaitan dengan tanah
yang kewenangan perbuatannya
ada pada PPAT terdiri dari :

1. Akta jual beli

2. Akta tukar menukar

3. Akta hibah

4, Akta pemasukan ke dalam perua-
sahaan (imbreng)

5. Akta pembagian hak bersama

6. Akta pemberian hak tanggungan

7. Akta pemberian Hak Guna Ban-
gunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak

8. Surat Kuasa membebankan Hak

(L)

Tanggungan.

d. Bahwa akta yang berkaitan dengan
pertanahan sebagairnana dimaksud
Pasal 15 ayat (2) huraf £ U No.30
Th. 2004 adalah akta perjanjian se-
Jain vang dimaksud pada huruf o
tersebut di atas,

D. Sargn

1. Undang-Undang nomeor 30 tahun 2004
khususnya yang berkaitan dengan
pertanahan perlu dilengkapi dengan
peraturan pelaksanaan sebagai per
aturan pemerintah untuk memperte-
gas peranan notaris dan PPAT dalam
pembuatarn akta tanah

2. Sebaiknya pemisahan tugas dan ke-
wenangan PPAT dan notaris sudah
tidak lagi dapat dirangkap, mengin-
gat lingkup hukwin dan segi efisiensi
serta tidak sinkronnya daerah kerja
notaris dengan daerah kerja PPAT
vang dirangkapnya.

3. Sebaiknya Badan Pertanahan Nasion-
al bekeija sama dengan perguruan
tinggi untuk menyelenggarakan pen-
didikan PPAT, sehingga untuk meng-
isi formasi yang lowcng tidak lagi
bergantung pada lulusan spesialis no-
tariat. Di samping itu, lulusan ber-
fokus kepada perjanjian umum
keperdataan.
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dari para pihak yang berkepentingan
sendiri, suatu akta yang otentik dimana
dijamin dengan tarikh (dagrekening)
tetap tersimpan akta-aktanya, dan dari
itu dapat dikeluarkan surat salinan atau
grosse, salinan biasa ‘afschrift) dan pe-
tikan—petikannya, semuanya dibuat bila
olek peraturan-peraturan umum tugas-
rya tidak perlu diserahkan kepada pe-
gawai-pegawal atau orang-orang lain-
nya ataupun untuk itu haknya disim-
pan.

Seseorang yang memangku jabatan
notaris harus berprediket sebaga: peja-
bat umum sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 1868 BW yang menyebut-
kan: suatu akta otentik dibuat menurut
ketentuan undang-undang oleh/dihada-
pan pegawai umum yang berkuasa un-
tuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Notaris diangkat oleh pemerintah,
oleh karena itu ia dapat membuat amb-
tlijk acte (tanpa kehadiran para pihak)
dan partij acte (yang sengaja datang dan
dihadiri oleh pihak). Terdapat kata-kata
kunci dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
undang No.3 tahun 2004 yang menye-
butkan bahwa dalam kewenangan
mermbuat akta otentik dibatasi oleh
kata-kata tidak dikhususkan bagi pe-

Jjabat wmum lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu diberi-
kan pembahasan yang lebih mendalam
sehubungan dengan Undang-Urdang
No.30 Th 2004 tentang Jabatan Notaris
Yang menyangkui Pasal 15 ayat (2) hu-
ruf f yang meryatakan bahwa notaris
berwenar.g membuat akta yvang ber-
kaitan dengan pertanahan, dan Pasai 17
huruf g notaris dilarang merangkap ja-
batan sebagai pejabat pembuat akta
lanah di luar wilayah jabatan notaris.
Masalah-masalah ini serta masalah lain-
Nya akan dibahas dalam poin-poin
berikutnya.

2.PPAT

Sering orang dengan cepat menya-
Makan peran PPAT ini sabagai “ notaris-
hya pertanahan”. Untuk mengatakan di
mMana kekhususan dan latar belakang

PPAT ini, perlu dilihat dari pendeka-
tan historis pembentukan Hukum
Agraria Nasional. Undang-Undang no-
mor 5 tahun 1960 (Lembaran negara
Th.1960 No.104) tentang peraturan
Dfa‘sar Pokok-pokok Agraria atau yang
biasa disebut UUPA (Undang-Undang

"Pokok Agraria) dikenal sebagai titik

tolak terbentuknya Hukum Agraria
Nasional (HAN). Undang-undang terse-
but telah mencabut peraturan-peratu-
an dan asas-asas hukum perundang-
Undangan pertanahan Belanda, antara
lain Agrarische Wet (Stb 1870-55),

Domein Verklaring dan Agrariseh |

Besluit (Stb. 1870-118) dani buku ke II
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Indonesia. 9 KUHP-Burgerlijk Wet-
boek). Undang-undang terssebut sekali-
gus juga kemudian menegaskan dalam
Pasal 5 bahwa Hukum Agraria yang
berlaku atas bumi, air dan ruang an
gkasa adalah hukum adat, yang meru-
pakan penegasan bahwa Hukum Adat
dijadikan dasar Hukum Agraria yang
baru. Dengan pengertian demikian,
maka hubungan bangsa Indonesia den-
gan bumi, air dan ruang angkasa meru-
pakan semacam hubungan hak ulayat
yvang diangkat kepada tingkatan yang
paling atas, yaitu pada tingkatan yang
mengenai seluruh negara. Menurut ke-
tentuan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ negara
memiliki wewenang untuk menentukan
hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Di dalam menyelenggarakan ke-
satuan Hukum Agraria Nasional terse-
but masih menghadapi adanya perbe-
daan keperluan dan golongan hukum
vang ada di masyarakat. Pelaksanaan
mengatur perbuatan-perbuatan hukum
tersebut mekasnisme hukumnya tidak
lepas dari pernyataan sebagaimana
tersebut Pasai 5 UUPA, yaitu berdasar-
kan Hukum Agraria yang berdasarkan
hukum Adat tersebut. Di dalam hukum
adat, sctiap perjanjian baru dikatakan
sudah sah apabila memuat unsur “ter-
ang” di samping akad vang bersifat
konkret dan kontan (tunai). Unsur ter-

ang adalah apabila perianjian tersebut |

dilakukan di hadapan kepala-adat se-

bagai pimpinan masyarakat adat yang |

bersangkutan. Mengingat bahwa Hu-
kum Agraria Nasional sebagai hubun-

gan hak ulayat bangsa, maka suatu per- |
| tertentu.

janjian baru sah apabila dibuat dihada-
pan pemerintah.

Demikianlah, maka oleh karena itu,

di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
10 tahun 1961 (Lembaran negara 1961
nomor 28) Pasal 19, menyatakan bahwa
setiap perjanjian vang bermaksud me-
mindahkan hak atas tanah, memberi-
kan suatu hak yang baru atas tanah.
menggadaikan tanah atau meminjam
uang dengan hak atas tanah sebagai
tanggungan, harus dibuktikan dengan
suatu akta yang dibuat oleh dan dihada-
pan pejabat yang ditunjuk oleh Ment-
eri Agraria (selanjutnya dalam peratu-
ran pemerintah ini disebut pejabat).
Pada masa itu pelaksanaan Pasal 19
tersebut masih dilakukan oleh pejabat-
pejabat yang secara jabatan menjalan-
kan pemerintahan di bidang keagrari-

can, sepertl misalnya kepala agraria

daerah atau kepala kantor pendaftaran

tanah setempat. Baru setelah berlakun.

ya Peraturan Menteri Agraria nomor 17

tahun 1961 ditentukan penunjukan/pe-
linpahan kewenangan tersebut kepa-
da pejabat di luar Instansi Agraria se

bagal pejabat yang berwenang untu!

membuat akta tanah. Peraturan Perner-
intah nomor 24 tahun 1997 baru menys-

but dengan tegas bahwa pertanahan
dibantu oleh pejabat pembuat akta
tanah (PPAT). Berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 37 tahun 1998 ten-
tang Peraturun Jabatan PPAT, maka
untuk rnenjamin kepastian hukum hak-
hak atas tanah kepada pemerintah di-
perintahkan untuk melaksanakan
pendafiaran tanah dan kepada PPAT
diberi wewenang untuk membuat alat
bukti mengenai perbuatan hukum ier-
tentu mengenai hak atas tanah dan Hak
Milik Satuan Rumah Susun. Menurut
Pasal 2 peraturan pemerint.h tersebut
PPAT mempunyai tugas pokok melak

sanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai
bukti telah dilakukannya perbuatan
hukum tertentu mengenai Hak Atas
Tanah dan Hak Milik Satuan Rumah
Susun secara limitatif untuk perbuatan-
perbuatan hukum, jual-beli, tukar-
menukar, hibah, pemasukan ke dalam
perusahaan (inbreng), pembagian hak
tanggungan. pemberian kuasa membe-
bankan hak tangeungan. PPAT ada yang
diberi wewenang secara umum selaku
pejabat umum yang diangkat terinasuk
PPAT sementara yvang diangkat karena
jabatannya di pemerintah. Di samping
itu ada PPAT khusus, vaitu pejabat BPN
yvang ditunjuk karena jabatan untuk
membuat akta PPAT tertentu dalam
rangka program atau tugas pemerintah

B. Kewenangan Notaris dan PPAT

Dalam Administrasi Pertanahan
Peranan yang jelas mempunyai ke-
samaan dan melihat dari sejarah pem-
bentukannya kedua pejabat umum
tersebut diadakan dengan maksud dan
dalam rangka menjamin kepastian hu-
kum masyarakat dalam melakukan per-
buatan-perbuatan hukum. Di lapangas
Hukum Agraria pada masa pemerintah-
an Hindia-Belanda, notaris menurut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku pada waktu itu, mempunyai
wewenang dalam membuat akta, yaitu:
a. Penyerahan tanah-tanah negeri dalam
bentuk hak milik (eigndom), dan pem-
berian hak opstal dan hak erfpacht
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' (hak sewa yang turun temurun?} diaias
tanah itu atau pemberian hak-hak
semacam ifu.

b. Tanah-tanah milik Indonesia

c. Sewa tanah di daerah-daerah kera-
jaan (daerah istimews) di kerajaan di
pulau Jawa dan tanah-tanah partilu-
lir di Jawa. i

d. Tanah perkebunan partikulir dan
persetujuan-persetujuan yang dibuat
dengan penduduk asli (Indonesisch
bevolking).

Dengan berlakunya UU nomor 5
tahun 1960 hak-hak yang bersumber
pada pasal-pasal KUHP juga turat men-
jadi hapus. Seiak mulai berlakunya
UUPA hak-hak itu ada lagi, tapi bukan
karena disebabkan tidak berlakunya
lagi pasal-pasal itu, semata-mata me-
lainkan juga karena ketentuan konver-
si yang mengubah hak tersebut menja-
di suatu hak yang baru menurut UUFA
agar tidak menjadi dualisme atau meng-
hapuskannya sama sekali.

Ragaimana Harsono herpendapat
walaupun dalam buku 11 KUH Perdata,
yaitu Pasal-pasal 1548 s/d 1600 menga-
tur mengenai perjanjian persewaan
tanah, namun yang tetap berlaku adalah
peraturan sewa dari hukum adat. Den-
gan demikian maka sesudan berlakun-
va UUPA pasal-pasal yang mengatur |
sewa menyewa dalam KUH Perdata |
tidak berlaku terhadap sewa mengenai |
tanah yang tunduk kepada hukum adat ‘
menurut UTTPA.

Namun demikian, UU nomor 38 |
tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) huruf fwe- |
wenang notaris termasuk juga antara
lain membuat akta yang berkaitan den-
gan pertanahan? Ada perbedaan yang
nakiki antara perjanjian mengenai
tanah menurut Hukuin Perdata (BW)
dengan Hukum Adat menurut UUPA.
Perbedaan yang tegas adalah sifat
konkret dan kontan (tunai) pada perbua-
tan-perbuatan hukum dalam Hukum
Adat, yaitu sesuatu hak yang berpindah
secara seketika pada waktu perjanjian
tersebut dilakukan. Bukti akta meru-
paican bukti telah berpindahnya hak dan
menurut UUPA pendaftaran dari hak
tersebut hanya merupakan publisitas
untuk memenuhi unsur “terang”, jadi
pendaftaran di sini hanya untuk me-
menuhi syarat administratif. Undang-
undang No.30 tahun 2004 juga menye-
butkan beberapa larangan bagi niotaris,
antara lain seorang notaris dilarang
merangkap jabatan sebagai PPAT yang
berada di luar wilayah kerja notaris. Hal
ini menandai bahwa ada jabatan umum
di luar notaris yang harus ditaati dan
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diperhatikan.

€. Kesimpulan

1. Peran notaris dan PPAT ternyata
mempunyai perbedaan yang hakiki
di bidang hukum, yaitu notaris dalain

membuat akta adalah berdasarkan |

asas hukum perdata umum, sedang-
kan PPAT adalah merupakan kegia-
tan yang tidak terpisahkan dari tugas
pokok pemerintahan di bidang per-
tanahan/agraria khususnya pendafta-
ran tanah, sehingga sering diperde-
batkan bahwa akia PPAT adalah
produk pejabat umum tata usahanega-
ra oleh karena dalam proses pendaft-
arannya, dibebankan kewajiban un-
tuk menyesuaikan dengan ketatausa-
haan pendaftaran tanah.

2. Akta PPAT adalah akta yang secara
konkret kontan sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum, se-
hingga memenuhi syarat untuk
didaftarkan dalam administrasi
pendaftaran lanah untuk metnenuhi
syarat administrasi dan publikasi.

3. Pasal 15 huruf f Undang-Undang
Ne.30 tahun 2004 mengenai we-
wenang untuk membuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan menga-
ndung maksud:

a. Perbuatan akta-akta yang bersum-
ber kepada hukum perdata umum
vang menyebutkan benda tidak
bergerak berwujud tanah yang bu-
kan akta PPAT, sehingga akta terse-
but tidak mempunyai kekuatan
untuk didaftarkan dalam adminis-
trasi pendaftaran tanah.

b. Kepada seorang niotaris oleh pemer-
intah dapat diberikan wewenang
untuk menjalankan sebagiarn tugas
pemerintahan di bidang pertanah-
an dengan menyandang jabatan
PPAT, setelah terlebih dahulu me-
menuhi persyaratan sesuai keten-
tuan perundang-undangan untuk
diangkat dan dilantik menjadi
PPAT .

¢. Bahwa akta berkaitan dengan tanah
vang kewenangan perbuatannya
ada pada PPAT terdiri dari :

1. Akta jual beli

2. Akta tukar menukar

3. Akta hibah

4, Akta pemasukan ke dalam peru-
sahaan (imbreng)

5. Akta pembagian hak bersama

6. Akta pemberian hak tanggungan

7. Akta pemberian Hak Guna Ban-
gunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak
Milik.

8. Surat Kuasa membebankan Hak

Tanggungan.

d. Bahwa akta yang berkaitan dengan
pertanahan sebagairnana dimaksud
Pasal 15 ayat (2) huruf f UU No.30
Th. 2004 adalah akta perjanjian se-
lain vang dimaksud pada huruf ¢
tersebut di atas.

D. Saran

1. Undang-Undang nomor 30 tahun 2004
khususnya yang berkaitan dengan
pertanahan perlu dilengkapi dengan
peraturan pelaksanaan sebagai per-
aturan pemerintah untuk memperte-
gas peranan notaris dan PPAT dalam
pembuatan akta tanah

2. Sebaiknya pemisahan tugas dan ke-
wenangan PPAT dan notaris sudah
tidak lagi danat dirangkap, mengin-
gat lingkup hukuin dan segi efisiensi
serta tidak sinkronnya daerah kerja
notaris dengan daerah kerja PPAT
yang dirangkapnyva.

3. Sebaiknya Badan Pertanahan Nasion-
al bekerja sama dengan perguruarn
tinggi untuk menyelenggarakan pen-
didikan PPAT, sehingga untuk meng-
isi formasi yang lowong tidak lagi
bergantung pada lulusan spesialis no-
tariat. Di samping itu, lulusan ber-
fokus kepada perjanjian umum
keperdataan.
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Mandar Maju, Bandung, 1993

2. Bagir Manan, beberupa Masalah Hu-
kum Tata Negara Indonesia, Alumni
Bandung, 1997

3. Boedi Harsone, Hukum Agraria In-
donesia, Sejarah Pembentukan Isi
dan pelaksanaanya di Djambatan,
Jakarta, 1997

4. De Wetboeken, wetten, en verodering,
beneven de grondwet van de repub-
liek Indonesie (Engelbrecht)

5. J. Kartini Soedjenro, Perjanjian Per-
alihan Hak Atas Tanah yang berpo-
tensi konflik, Kanisius, Yogyakarta
2001

6. Komar Andasasmita, Notaris, Peratu-
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haknyadi kantor pertanahan. Pokokn-
ya, pendek kata, akta peralihan hak atas
tanah tidak mempunyai kekuatan
pendaftaran jika dibuat selain PPAT
yang diangkat atau ditunjuk oleh Ke-
pala Badan Pertanahan Nasional.

Harus diakui bahwa notaris bukan
PPAT, sebaliknya PPAT bukan notaris.
Aitinya tugas pokok dan fungsi (tupok-
si) notaris berbeda dengan tupoksi
PPAT. Sekalipun mereka sama-sama
menyandang kualifikasi pejabat umum,
namun dari segi kewenangan dan tang-
gung jawab berbeda. Notaris dan PPAT
bukan satu-satunya pejabat umum
(ambtenaar), tapi masih banyak yang
lain yang menyandang sebutan pejabat
umum seperti: pejabat ukur (lisensi sur-
veyor), pejabat akuntansi, dan lain-lain,
yang tugas dan kewenangannya masing-
masing berbeda.

Jadi secara fulgar dapat dikatakan,
adalah tidak mungkin seluruh jenis
pejabat umum jabatannya dijalankan
oleh notaris. Berkaitan dengan itu, Ko-
mar Andasasmita mengatakan bahwa
notaris mempunyai bidang pekerjaan
mencatat kejadian-kejadian yang ber-
hubungan dengan hukum keperdataan
(privat). Sedangkan untuk pembuatan
akta-akta di bidang hukum publik di-
tunjuk pejabat lain seperti pejabat pem-
buat akta kelahiran dan juru sita. Na-
mun di bidang hukum privat ia bukan
satu-satunya pembuat akta otentik.

Dari uraian di atas dapat disimpul-
kan bahwa notaris dan PPAT sengaja
diciptakan dalam dua konteks yang ber-
beda. Berbeda visi dan misinya. Ber-
kaitan dengan itu, Bagir Manan men-
gatakan bahwa Presiden di samping
kepala pemerintahan juga menjabat
sebagai kepala negara. Dengan demiki-
an, di Indonesia pejabat negara terdiri
dari pejabat pemerintah dan pejabat
umum. Notaris dapat dikategorikan leb-
ih kepada pejabat umum yang ber-
wenang membuat akta perjanjian
keperdataan umum yang bersumber
kepada mashab perjanjian kebebasan
berkontrak (Pasal 1338 KUHPdt) dari
para pihak selaku individu, sementara
PPAT cenderung kepada pejabat yang
mewakili pemerintah dalam mengem-
ban tugas administrasi negara. Di
bidang administrasi peralihan hak yang
bersumber dari hukum tanah (UU No.5
1960) dan hukum adat tanah.

2. Keberadaan Notaris dan PPAT
dalam Lintas Sejarah

Peran ganda pejabat umum dalam
dua lingkup tugas dan kewenangan
vang berbeda, sering menjadi polemik
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tersendiri dalam praktek. Apalagi, ke-
jadian tersebut telah berlangsung lama,
sehingga rasa memiliki peran ganda
tersebut dirasakan telah mendarah dag-
ing, sebagai sesuatu yang tidak bisa di-
ganggu gugat. Kalau sudah demikian,
apa s&_ 1 dianggap sah dilakukan demi
untuk kelanggengannya.

Peran yang disandang oleh pejabat
umum, di satu pihak yang menamakan
diri notaiis dan di pihak lain disebut
PPAT, pada saat akan berada pada satu
orang pejabat umum yang sama. Sete-
lah berlakunya UU No.30 Th. 2004, per-
an ganda tersebut menjadi scsuatu po-
lemik hukumn di bidang pertanahan,
khususnya persoalan kewenangan
dalam pembuatan akta peralihan hak
atas tanah.

Pada zaman Romawi kuno kita men-

genal seorang penulis umum (Publieke |

Schrijevers). yang tugasnya antara lain
membuatkan surat-surat bagi mereka
yang tak dapat menulis. Penulis

semacam ini dijumpai di Italia sebelah |

selatan (527-565 M). Surat-surat yang
disusunnya tidak mempunyai hubun-
gan hukum yang khusus. Penulis-penu-
lis itu terdiri dari orang-orang bebas
dan orang-crang budak belian, orang
menyebut mereka notarii. Di samping
itu terdapat pula orang-orang yang dis-
erahi membuat akta resmi, dan mereka
disebut Tabeiliones atau Tabelarii. Tu-
gas mereka hampir mirip dengan di
Indonesia vang disebut pelaksana
perkara (Zaakwaamemer). Perkbedaan-
nya seorang Tabelaili, y1kni bahwa ter-
hadap yang belakangan diadakan pen-
gawasan, sekalipin demikian akta atau
nota yang dibuatnya tidak mempunyai
kekuatan otentik.

Notaris pada zaman Romawi terse-
but terdiri dari beberapa golongan. Ada
notaris kerajaan vang lingkup tugas dan
kewenangannya sesuai lingkup wilayah
kerajaan yang diangkat oleh Raja. No-
taris yang diangkat oleh tvan-tuan tanah
dengan wilayah hukum lebih sempit
daripada notaris kerajaan dan notaris
apostolis, yang diangkat oleh gereja
yang bertugas untuk kepentingan dan
urusan-urusan gereja.

Di Belanda, penjualan barang-
barang tak bergerak juga diselenggar-
akan oleh seorang notaris; sedangkan
persewaan umum atas tanah negeri dis-
elenggarakan oleh Zaakwaarnemer.
Pekerja notaris negeri Belanda diawasi
oleh hakim komisaris untuk menjaga
agar pelaksanaan tentang perjanjian
dan pemindahan (penyalinan) akta-akta
itu ditaati, oleh karena akta notaris itu
tidak mempunyai kekuatan eksekusi

seperti keputusan seorang hakim.

Keberadaan notaris di Indonesis
dibawa oleh pemerintah Hindia-Belan-
ca melalui penerapan asas hukum ket
atanegaraan yang dikenal asas konkor-
dansi. Hal ini dijalankan sesuai saran
dari Komer der Zeventien dalam surai
niya tanggal 4 Maret 1621, kepada Gu-
bernur Jenderal Hindia-Belandu. Saran
ini, kemudian melahirkan instruksi
Gubernur Hindia Belanda yang mulai
berlaku tanggal 16 Januari 1629 di Bat-
avia (sekarang Jakarta) atau beberapa
bulan setelah kota Batavia didirikan
sebagai ibukota Hindia-Belanda. Jaba-
tan Notaris pada waktu itu tidak leluasa
dan tidak bebas, karena dianggap se-
bagai abdi daii VOC (Verenigde Oost
Indische Compagnie) yang berkuasa di
Hindia Belanda. Baru- berdasarkan
Staatblad 1860 No.3 jabatan notaris di
Indonesia memperoleh landasan hu-
kum yang dikenal dengan Peraturan
Jabatan Notaris (Reglement op het No-
taris Ambiin Indunesiaj.

Kedudukan notaris di Indonesialeb-
ih sulit dari pada notaris di Negeri Be-
landa. Seorang notaris di Indonesia
menghadapi klien bermacam-macam
golongan penduduk dan masing-mas-
ing mempunyai dan tunduk kepada
hukum dan adat istiadat sendiri (Pasal
131 jo.163 IS). Tahun 1815 Burgerlijk
Wethoek ( BW) diberlakulkan bagi golon-
gan Timur asing (Vervreemde Oosterlin-
gen), golongan Eropa atau yang diper
samakan dengan itu. Fondisi hukum ini
terus berlangsur.g hingga sampai den-
gan pasca-kemerdekaan. dan kemudi-
an diberlakukan Undang-undang No.5
tahun 1960 (Lembaran negara 1960 No-
mor 104) tentang Ketentuan-Ketentuan
Dasar Pokok Agraria yang dikenal den-
gan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA).

1. Notaris

Berdasarkan ketentuan Undang-
Undang No.3 tahun 2004 tentang Jaba-
tan Notaris, diartikan sebagai pejabat
umum yang berwenang untuk mem
buat akta otentik dan kewenangan lain-
nya sebagaimana dimaksud dalam un
dang-undang ini. Hal ini tidak berbeda
dengan Pasal 1 Stb 1860 No.3 yang juga
menyatakan bahwa “ de notarissen Zijn
openbare ambtenaar,

Atau dalam bahasa Indonesia diter-
jemahkan:

Seorang notaris adalah pegawai
resmi (umum) khusus yang diberi hak
untuk membuat akta otentik dari pada
semua perbuatan, perjanjian dan pene-
tapan yang mana peraturan umuim
menghendakinya atau atas kemauar
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hendaki untuk dinyatakan dalam suatu
aktaotentik, menjamin kepastian tang-
galnya, menyimpan aktanya dan mem-
berikan grosse, salinan dan kutipannya,
semuanya atau sepanjang pembuatan
akta itu oleh suatu peraturan umum
tidak juga ditugaskan atau dikecuali-
kan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1868 KUHP dt menyatakan :

Suatu akta otentik adalah suatu akta
yvang di dalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau
pegawai umum yang berkuasa untuk itu
di tempat di mana akta dibuatnva.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
No.30 tahun 2004 tentang Jabatan No-
taris menyebutkan :

Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang membuat akta otentik dan
kewenangan lainniya sebagaimana di-
maksud dalam undang-undang ini.

Pasal 15 ayat (1) UU No.30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris menyebutian :

Notaris membuat akta otentik men-
genai semua perbuatan, perjanjian dan
ketetapan yang diharuskan oleh peratu:
ran perundang-undangan dan/atau
yang dikehendaki oleh yang berkepent-
ingan untuk dinyatakan dalam akta
otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kuti-
pan akta, semuanya itu sepanjang pem-
buatan akta-akta itu tidak juga ditugas-
kan atau dikecualikan kepada pejabat
iain atau orang lain yang ditetapkan
oieh undang-undang.

Pasal 1 Stb. 1860 No.3, Pasal 1 ang-
ka 1dan Pasal 15 ayat (1) UUNo.30 tahun
2004 merupakan satu kesatuan dengan
Pasal 15 ayat (2) huruf f UU No. 30 tahun
2004. Pasal-pasal ini hanya bisa dibeda-
kan, tetapi tidak bisa dipisahkan dan
harus dibaca dalam satu kesatuan in-
tegritas dan dalam satu nafas. Artinya,
apabila keseluruhan pasal ini diterje-
mahkan secara sepotong-sepotong,
maka pengertiannya akan menjadi sa-
mar karena ada pasal-pasal yang diang-
gap innalillahi.

Sesungguhnya, ketiga pasal kunci
di atas telah secara tegas mengatur ba-
tas kewenangan notaris selaku pejabat
umum, yaitu membuat akta otentik
dalam lapangan hukum perjanjian se-
lama pembuatan itu tidak ditugaskan
kepada pejabat umum lainnya. Pern-
yataan tersebut di atas dianggap sebagai
parameter atau batas atas atau batas
bawah garis-garis kewenangan notaris
dalam membuat akta otentik di bidang
hukum perjanjian.

Akta otentik perjanjian peralihan
hak atas tanah secara tegas telah ter-

lebih dahuiu diatur atau diperintahkan
oleh perundang-undangan dalam lingk-
up hukum tanah untuk dibuat oleh dan
dihadapan PPAT yang ditunjuk atau
diangkat oleh Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Berikut ini akan dipaparkan beber-
apa pasal dalam berbagai peraiuran
perundang-undangan Negara Republik
Indonesia di bidang pertanzahan yang
merupakan satu kesatuan bangunan
hukum, yang sama sekali tidak dapat
dipisahkan dalam menafsir dan men-
jalankannya, serta harus dibaca dalam
satu nafas baik pada sisi epistemologyc
maupun dalain konteks praktek (law
raforcement) : A

Pasai 19 ayat (1) UUPA menyebuit-
kan:

Untuk menjamin kepastian hukum
oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik In-
donesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan peraturan pemer-
intah.

Pasal 26 ayat (1) UUFPA
kan:

Jual beli, penukaran, penghibahan,
pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut adat, dan perbuatan-perbua-
tan lain yang dimaksudkan untuk me-
mindahkan kak milik serta penga-
wasannya diatur dengan peraturan
pemeriniah.

Pasal 19 PF 10 tahun 1961 menve-
butkan :

Setiap perjaniizn vane hermaleand
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berikan sesuatu hak baru atas tanah atau
meminjam uang dengan hak atas tanah
sebagai tanggungan, harus dibuktikan
dengan suatu akta yang dibuat oleh
dan dihadapan pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Agraria.
Pasal 37 PP 24 Th. 1997 menyebut-
kan :
Peralihan hak atas tanah dan hak
milik atas satuan rumah susun melalui
jual beli, tukar menukar, hibah, pema-
sukan dalam perusahaan dan perbua-
tan hukuir remindahan hak lainnya
kecuali pemindahan hak melalui lelang,
hanya dapat didattarkan, jika dibuk-
tikan dengan akta yang dibuat PPAT
yang berwenang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 6 PP 37 Th. 1998 menyebut-
kan: '
Syarat untuk diangkat menjadi
PPAT adalah :
1. Berkewarganegaraan Indonsia
2. Berusia sekurang-kurangnya 30
tahun.

3. Berkelakuan baik yang dinyatakan
dengan surat keterangan yan gdibuat
oleh instansi kepolisian setempat ,

4. Belum pernah dihukum penjara kare.
namelakukan kejahatan berdasarkan
keputusan pengadilan yang telsh
memperoleh kekuatan hukum tetap

3. Sel laL jasmar i dan rohaii

8. Lulusan program pendidikar spesia-
lis notariat atau program pendidikan
khusus PPAT yang diselenggarakan
oleh lembaga pendidikan tinggi.

7. Lulusan yang diselenggarakan oleh
kantor Menteri Negara Agraria/Badan
Pertanahan Nasional.

Dari pemaparan Pasal 19 ayat (1),
Pasal 26 UUPA, Pasal 19 PP 10 tahun
1961, Pasal 37 PP 24 Tahun 1998 dan
Pasal 6 PP 37 Tahun 1998, dapat disim-
pulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Banwa PPAT adalah satu-satunya pe-
jabat yang berwenang untuk mem-
buat akta-akta peralihan hak atas
anah, pemberian hak baru atas tanah,
Zan pengikatan tanah sebagai jami-
nan utang (recording of deeds of con-
veyance), sedangkan Badan Pertana-
han Nasional merupakan pejabat
satu-satunya yang secara khusus
melakukan pendaftaran tanah dan
menerbitkan surat tanda bukti hak
(recording of title and continuous re-
cording)

2. Sekalipun tidak ada larangan atau-
pun ancaman urituk tidak sahnya per-
huatan hultum para pihak jika mem
buat akta tidak oleh dan dihadapan
PPAT, akan tetapi akta tanah tersebut
tidak dapat didaftarkan di kantor per-
tanahan dan tidak akan pernah pula
acla tanda bukti haknya, yaitu serti-
fikat.

Overschryving Ordonantie 1834
menyebutkan bahwa perbuatan pe-
mindahan hak atas benda tidak berger-
ak hanya dapat dibuktikan dengan akta
overschrving ambtenaar. Ketentuan
dalam hukum tanah tidak menyebut
demikian, akta PPAT berfungsi sebagai
alat pembuktian mengenai tanda dilaku-
kannya transaksi (jual-beli). Jual beli
tersebut masih dapat dibuktikan den-
gan alat bukti lain, tetapi sebagai syar-
at untuk dilakukannya pendaftaran jual
beli tersebut harus dengan akta PPAT
Jika tidak, maka yang bersangkutan
tidak dapat memperoleh sertifikat
meskipun jual beli sah menurut hukum.

Dari uraian di atas, semakin jelas

‘bahwa akta yang dibuat selain oleh

PPAT tidak akan pernah diterima se-
bagai akta yang dapat dijadikan dasar

untuk terjadinya pendaftaran peralihan
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